SESI KETIGA :
Kemerdekaan pers :
· perwujudan kedaulatan rakyat  
· merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Dalam kehidupan yang demokratis itu 
· pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, 
· sistem penyelenggaraan Negara yang transparan berfungsi, 
· serta keadilan dan kebenaran terwujud.

Defenisi kemerdekaan pers menurut menurut UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers, diatur dalam pasal 2.

Pers nasional dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya (Bab II, Pasal 2 hingga pasal 6), pers nasional ditiuntut 
· profesional,  
· terbuka dikontrol masyarakat dan 
· menghormati hak asasi setiap orang. 
· Pers nasional melayani hak jawab dan 
· koreksi baik dari 
· pemantau media maupun dari 
· Dewan Pers.

Undang-undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers :
Bab I    : Ketentuan Umum (14 butir), Penjelasan tentang :
1. Pers
2. Perusahaan pers (Pasal 9 s/d pasal 13)

· Hak warga Negara

· Berbadan hukum

· Modal asing harus melalui pasar modal

· Wajib umumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan dan khusus penerbitan ditambah nama dan alamat percetakan.

· Tidak boleh memuat iklan yang merendahkan martabat suatu agama, yang mengganggu kerukunan umat beragama, yang bertentangan dengan rasa kesusilaan, berbau miniman keras, narkoba dan peragaan wijud rokok atau cara penggunaannya.
3. Kantor Berita

4. Wartawan (Pasal 1 butir (4),Pasal 7, pasal 8 dan pasal 10)
· Secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik

· Bebas memilih organisasi

· Memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik

· Mendapat perlindungan hukum

· Berhak atas kesejahteraan dan pembagian laba bersih dll

5. Organisasi pers (Pasal 7) 
6. Pers nasional (Pasal 1 (6), Pasal 3)
7. Pers asing (Pasal 1 (7), Pasal 16)
8. Penyensoran (Pasal 4:2)
9. Pembredelan

10. Hak Tolak (Pasal 4:4,Tolak sebut nara sumber dan tolak memberi keterangan ke penyidik)
11. Hak jawab (Pasal 8:2)
12. Hak Koreksi (Pasal 8 :3)
13. Kewajiban koreksi (pasal 5:3)
14. Kode Etik Jurnaslitik

Bab II   : Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan Pers ( 5 pasal, 15 ayat)
Bab III  : Wartawan 
Bab IV : Perusahaan pers ( 6 pasal, 9 ayat)

Bab V : Dewan Pers (1 pasal, 17 ayat)

Ab VI : Pers asing (1 pasal)

Bab VII : Peran serta masyarakat (1 pasal, 3 ayat)

Ab VIII : Ketentuan pidana (1 pasal, 3 ayat)Bab IX : Ketentuan peralihan ( 1 pasal, 2 ayat)

Bab X : Ketentuan penutup ( 2 pasal, 3 ayat)

Pembahasan UU Pers :

Bab I s/d Bab II

Bab III :

Masalah kewartawanan atau profesi wartawan dalam UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers hanya  memberi ruang satu bab (Bab III) dan 2 (dua) pasal, yaitu :

· Wartawan bebas memilih organisasi wartawan (Pasal 7 ayat 1)

· Wartawan memiliki dan mentaati kode etik jurnalistik (Pasal 7 ayat 2)

· Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum (Pasal 8)

· Mendapat kesejahteraan perusahaan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan pembagian laba bersih serta kesejahteraan lainnya (Pasal 10)

Sampai saat ini masih banyak perusahaan pers yang tidak patuh pada UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers.

· Perusahaan pers tidak berbentuk badan hukum Indonesia (Pasal 9 ayat 2)
· Tidak memberikan/kurang memperhatikan kesejahteraan wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya (Pasal 10)
· Tidak mencantumkan nama, alamat dan siapa penanggungjawab secara terbuka, khusus pada penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan (Pasal 12) .
· Masih ada berita yang merendahkan martabat  suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat (Pasal 13 huruf a)
· Iklan berupa peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok (Pasal 13 huruf c)
Padahal dalam pasal 12 penjelasan pasal 12 UU No.40 Tahun 1999 tentang pers telah dijelaskan siapa yang bertanggungjawab atas berita yang dianggap bermasalah secara hukum itu (karya jurnalisitik), yaitu Penanggung jawab. Penanggung jawab yang dimaksud disini adalah 
· meliputi bidang usaha dan 
· bidang redaksi.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 18 ayat (2) UU No.40 Tahun 1999 dijelaskan : Dalam hal  pelanggaran pidana yang dilakukakan perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 12.

Dengan demikian tindakan kepolisian memanggil wartawan yang menuklis berita “bermasalah secara hukum ” itu adalah tidak tepat karena setelah berita itu dimuat dimedia atau disiarkan adalah sudah merupakan tanggungjawab penanggung jawab di bidang itu.

Dalam perkembangannya, ada juga media cetak yang memiliki lebih dari satu penanggungjawab. Artinya setiap halaman ada penanggun jawabnya. Di media elektronik ada juga yang disebut direktur utama, direktur, direktur penyiaran, kepala, kepala cabang, kabag penhyiaran dll. Ada kalanya bila terjadi masalah hukum  karya jurnalistik dalam media elektronik baik itu radio, dunia masa maupun televisi, sering menjebak para hakim menggunakan UU perseroan terbatas tanpa menghiraukan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers.

Bab IV  : Perusahaan Pers

Bab V   : Dewan Pers

Dewan pers menurut pasal 15 ayat (2) UU No.40 Tahun 1999 tentang pers mempunyai 7 (tujuh) fungsi antara lain : 
· melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, 
· melakukan pengkajian untuk mengembangkan kehidupan pers, 
· menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, 
· memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers,
·  mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah, memfasilitasi organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan 
· meningkatkan kualitas profesi kewartawanan dan mendata perusahaan pers.

Bab VI  : Pers Asing

Bab VII : Peran serta masyarakat

Bab VIII : Ketentuan Pidana

Dalam hal munculnya masalah hukum dalam pemberitaan pers, sampai hari ini masih aparat penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut umum dan hakim yang kurang memahami atau sengaja tidak memahami pertangungjawaban secara hukum soal kasus pers seperti yang diatur dalam UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers.

Bila ada masyarakat yang merasa dirugikan atas pemberitaan pers, ada yang menempuh dengan cara menyampaikan hak jawab, hak koreksi dan ada juga yang melaporkan ke polisi. Yang anehnya polisi yang menerima laporan setelah melakukan permintaan keterangan terhapap pelapor dan para saksi, polisi lalu memanggil wartawan yang membuat berita tersebut.

Ketentuan pidana seperti yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 hingga ayat 3 UU No.40 Tahun 1999 tentang pers masih menjadi perdebatan antara insane pers dengan korban pers. Di satu pihak insane pers menganngap dirinya cukup membayar denda saja sedangkan korban pers menginginkan supaya pelaku pemberitaan pers itu dipenjarakan. Dari fakta ini semuanya kembali kepada aparat penegak hukum yang selalu berpedoman pada ketentuan yang ada. 
Aparat penegak hukum harus dapat membedakan mana karya jurnalsitik, mana karya sastra dan mana karya yang bukan jurnaslitik atau tergolong pidana murni.

Bab IX  : Ketentuan Peralihan

Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini, hal itu telah secara tegas diatur dalam  Bab IX, Pasal 19 ayat (2) UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers

Bab X   : Ketentuan Penutup

Peran serta masyarakat  (pasal 17) dalam melakukan kegiatan mengembangkan kemerdekaan pers hingga kini  belum maksimal. Pengaturan lebih rinci tentang peran masyarakat dalam UU  ada baiknya diperjelas baik hak dan kewajibannya.
Ketentuan pidana seperti yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 hingga ayat 3 UU No.40 Tahun 1999 tentang pers masih menjadi perdebatan antara insane pers dengan korban pers. Di satu pihak insane pers menganngap dirinya cukup membayar denda saja sedangkan korban pers menginginkan supaya pelaku pemberitaan pers itu dipenjarakan. Dari fakta ini semuanya kembali kepada aparat penegak hukum yang selalu berpedoman pada ketentuan yang ada. Aparat penegak hukum harus dapat membedakan mana karya jurnalsitik, mana karya sastra dan mana karya yang bukan jurnaslitik atau tergolong pidana murni.

